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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2021/PA.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 17 Maret 1984, agama Islam,

pekerjaan  xxxxx  xxxxxx  xxxxx,  pendidikan

SLTA,  tempat  kediaman  di  KOTA

PRABUMULIH,  PROVINSI  SUMATERA

SELATAN, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Prabumulih, 24 November 1990, agama

Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan

SLTP,  tempat  kediaman  di  xxxxx  xxxxxxx

xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx

xxxxxxxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx  xxxxx,  xxxx  xxxxxxxxxx,  Provinsi

Sumatera Selatan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal

17  November  2021  yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama

Prabumulih pada tanggal 23 November 2021 dengan register perkara Nomor

353/Pdt.G/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
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1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada

tanggal 13 Januari 2008, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Prabumulih Barat,   xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, dengan

Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/96/I/2008, tanggal 14 Januari 2008; 

2. Bahwa Pemohon sebelum menikah dengan Termohon berstatus Jejaka

sedangkan Termohon berstatus Perawan; 

3. Bahwa,  setelah  menikah  Pemohon  dan  Termohon  tinggal  di  rumah

nenek  Pemohon  di  KOTA  PRABUMULIH,  PROVINSI  SUMATERA

SELATAN,  selama lebih kurang 2 (dua)  tahun setelah itu  Pemohon dan

Termohon pindah ke rumah milik sendiri di samping rumah nenek Pemohon

di  xxxxx  xxxxxxx,  xxx  xxx,  xxx  xxx,  xxxxxxxxx  xxxxxx  xxxx,  xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx  xxxxx,  xxxx  xxxxxxxxxx,  Provinsi  Sumatera  Selatan,  sampai

dengan berpisah; 

4. Bahwa,  selama  pernikahan  tersebut  Pemohon  dan  Termohon

berhubungan  sebagaimana  layaknya  suami  isteri  dan  telah  dikaruniai

keturunan  4  (empat)  orang  anak  bernama:  1.  MUHAMMAD  RAKA

ARDIANSYAH bin FAZRI AGUNG, umur 13 tahun, 2. MUHAMMAD DAVA

FAZLIKA bin FAZRI AGUNG, umur 10 tahun, 3. RAVANO KHENZIE AL

FATIH bin FAZRI AGUNG, umur 3 tahun, 4. NAILA PRAMUDITA LASMI

binti  FAZRI  AGUNG,  umur 9  bulan,  keempat  anak tersebut  berada di

asuhan Pemohon; 

5. Bahwa, Selama Pernikahan  Pemohon dengan Termohon hidup rukun

dan harmonis,  selama 9 (sembilan) tahun, namun semenjak tahun 2017

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan

pertengkaran;  

6. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon adalah:    

a.  Termohon memiliki laki-laki idaman lain; 

b.  Termohon tidak mau mengurusi anak-anak Pemohon; 

c.  Termohon  selalu  membuat  hutang  tanpa  sepengetahuan

Pemohon dan tidak jelas kegunaannya;  
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d.  Pemohon  memberikan  semua  penghasilan  Pemohon  kepada

Termohon namun Termohon selalu merasa kurang atas pemberian uang

dari Pemohon; 

e.  Termohon  sudah  tidak  memberikan  nafkah  batin  selama lebih

kurang 2 (dua) hari terakhir ini; 

7. Bahwa,  Perselisihan  terakhir  antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi

pada  tanggal  15  November  2021,  disebabkan karena  Pemohon terkejut

karena motor milik saudara Pemohon sudah digadaikan dengan orang lain

tanpa  sepengetahuan  Pemohon  dan  Termohon  menjual  barang-barang

milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak jelas kegunaanya

untuk  apa,  setelah  itu  terjadilah  pertengkaran  antara  Pemohon  dan

Termohon, sehingga karena hal ini Pemohon merasa yakin ingin berpisah

dengan  Termohon.  Akhirnya  karena  kejadian  tersebut  Pemohon  tetap

tinggal  di  rumah  Pemohon  dan  Termohon  pergi  ke  rumah  saudara

Termohon;

8. Bahwa,  sekarang  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  pisah  rumah

sejak tanggal 15 November 2021,  sampai sekarang lebih kurang 2 (dua)

hari  lamanya,  dan selama pisah rumah tersebut  Termohon tidak  pernah

memberikan nafkah batin kepada Pemohon dan tidak ada usaha keluarga

untuk  merukunkan  Pemohon  dan  Termohon  untuk  hidup  rukun  dan

harmonis dalam membina rumah tangga; 

9. Bahwa,  selama  ini  Pemohon  telah  berusaha  untuk  bersabar  dengan

keadaan ini,  dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun

keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak

sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan  Termohon  dan

perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa, dengan keadaan keluarga Pemohon dan Termohon yang

demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah

mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan ;  

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon

kepada Bapak Ketua  Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang

memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 
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Primer :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak

 satu raj'i  terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan

Agama Prabumulih; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;  

 Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya

 Bahwa  pada  hari-hari  sidang  yang  telah  ditetapkan  Pemohon  dan

Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis  telah  memerintahkan  Pemohon dan Termohon

untuk  menempu  upaya  mediasi,  namun  sesuai  laporan  Mediator  (Humaidi,

S.H.) tanggal 02 Desember 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha

mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali  rukun membina rumah

tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa  selanjutnya  diperiksa  pokok  perkara  dalam  sidang  tertutup

untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon

yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa  atas  permohonan  Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan

jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

 Bahwa  segala  dalil-dalil  permohonan  Pemohon  benar  kecuali  yang

dibatah oleh Termohon;

 Bahwa tidak benar Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, bahwa laki-

laki yang dekat dengan Termohon adalah laki-laki yang mengingankan anak

yang  dikandung  oleh  Termohon  yakni  anak  kandung  Pemohon  dan

Termohon,  saat  ini  Pemohon  tidak  menginginkan  anak  tersebut  malah

meminta  Termohon  untuk  menggugurkannya,  namun  laki-laki  yang  dekat

dengan  Termohon  menginginkan  anak  yang  Termohon  kandung  tersebut,

dengan demikian pada dasarnya hubungan Termohon dengan laki-laki lain

tersebut  atas  kesepakatan  Pemohon  dan  Termohon  hanya  ingin
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memanfaatkan  laki-laki  tersebut  saja  agar  dapat  memenuhi  kebutuhan

keluarga;

 Bahwa  keempat  anak  Pemohon  dan  Termohon,  Termohon  yang

mengasuh;

 Bahwa  benar  Pemohon  terkadang  berhutang  tanpa  sepengetahuan

Pemohon, hutang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

 Benar  saya  menggadaikan  motor  saudara  Pemohon  karena  untuk

memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik

secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa  atas  replik  Pemohon  tersebut,  Termohon  mengajukan  duplik

secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk  menguatkan dalil-dalil  permohonannya,  Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Pendukuk Nomor 96/96/I/2008 bukti surat tersebut

telah  diberi  meterai  cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan

dengan  aslinya  yang  ternyata  sesuai,  lalu  oleh  Ketua  Majelis  diberi

tanda P1; 

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari  KUA Kecamatan Prabumulih Barat,

xxxx  xxxxxxxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxx  xxxxxxx,  Nomor  96/96/I/2008

Tanggal  14  Januari  2008,  bukti  surat  tersebut  telah  diberi  meterai

cukup,  telah  dicap  pos  dan  telah  dicocokkan  dengan  aslinya  yang

ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

B.Saksi

Saksi  1  SAKSI  1,  umur  64  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan  xxxxx,  bertempat  tinggal  di  KOTA PRABUMULIH,  di  bawah

sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, saksi adalah

ayah kandung Pemohon;

 Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun sejak tahun

2011;
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 Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

 Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

 Bahwa  pertengkaran  tersebut  disebabkan  karena  Termohon

sering berhutang;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal

kurang  lebih  1  bulan,  Pemohon  dan  Termohon  pergi  meninggalkan

rumah bersama;

 Bahwa saksi  pernah menasehati  Pemohon dan Termohon agar

rukun kembali, namun tidak berhasil.

Saksi  2  SAKSI  2,  umur  52  tahun,  agama  Islam,  pendidikan  SLTA,

pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PRABUMULIH, di

bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

 Bahwa  saksi  kenal  dengan  Pemohon  dan  Termohon,

Termohon bernama Novitalia;

 Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;

 Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

 Bahwa  pertengkaran  tersebut  disebabkan  karena  Termohon

sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;

 Bahwa  Pemohon  dan  Termohon  sudah  pisah  tempat  tinggal

kurang  lebih  1  bulan,  Pemohon  dan  Termohon  pergi  meninggalkan

rumah bersama;

 Bahwa saksi  pernah menasehati  Pemohon dan Termohon agar

rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa,  atas  pertanyaan  Majelis  Hakim,  Termohon  tidak  akan

mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa  selanjutnya  Pemohon  dan  Termohon  menyampaikan

kesimpulan yang pada pokoknya sama-sama ingin bercerai;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;
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PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal  49  Undang-Undang

Nomor  7  Tahun  1989   beserta  penjelasannya  yang  telah  diubah  dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara  a quo adalah termasuk kewenangan

Pengadilan Agama;

Menimbang,  bahwa Majelis  Hakim telah berupaya mendamaikan para

pihak  baik  secara  langsung  di  persidangan  maupun melalui  mediasi  sesuai

PERMA No 1 Tahun 2016 dengan mediator Humaidi, S.H. Sebagai Mediator

Pengadilan Agama Prabumulih, akan tetapi upaya mediasi tersebut telah gagal,

sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 2 Desember 2021; 

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut dalam

duduk perkara, Majelis Hakim menilai bahwa posita dari permohonan Pemohon

adalah antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran

terus menerus yang disebabkan karena Termohon mempunyai laki-laki idaman

lain dan Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga

tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, sebagaimana ketentuan Pasal 39

ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19

huruf  (f)  Peraturan  Pemerintah  nomor  9  tahun  1975  tentang  Pelaksanaan

Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf

(f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa

benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Termohon juga mengakui telah berhutang beberapa kali tanpa sepengetahuan

Pemohon namun itu untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan Termohon jga

dekat  dengan  laki-laki  dengan  persetujuan  Pemohon,  yakni  hanya  untuk

memanfaatkan laki-laki tersebut demi memenuhi kebutuhan keluarga;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkan permohonan cerai dengan alasan

tersebut di atas, sebagaimana penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

nomor  1  tahun  1974  tentang  Perkawinan,  Jo.  Pasal  19  huruf  (f)  Peraturan
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Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor

1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo. Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi  Hukum

Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1). Antara Pemohon

dan Termohon  masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah

bercerai,  (2).  Antara  Pemohon  dan  Termohon  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran secara terus menerus. (3). Kondisi perselisihan dan pertengkaran

antara  Pemohon  dan  Termohon  tersebut  tidak  ada  harapan  untuk  rukun

kembali;

Menimbang,  bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  permohonannya,

Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang,  bahwa terhadap alat  bukti  yang diajukan oleh Pemohon,

Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon

masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, dalam

persidangan Pemohon telah mengajukan alat  bukti  tertulis  yang diberi  kode

(P.2);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis berupa fotokopi kutipan

akta nikah yang diberi kode (P.2) yang diajukan oleh Pemohon, Majelis Hakim

menilai  bahwa alat  bukti  tersebut dikeluarkan oleh pejabat  yang berwenang,

telah  dinazegelen dan dicocokan sesuai  dengan aslinya  dalam persidangan

ternyata sesuai dengan akta aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah

memenuhi  persyaratan  formil  sebagai  alat  bukti  autentik  yang  mempunyai

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat,  sesuai  ketentuan Pasal

1868, 1870, 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  alat  bukti  (P.2)  terbukti  Pemohon

dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tidak ada

bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah bercerai, maka sesuai dengan asas:

ماكان     على ماكان بقاء الصل

(hukum asal sesuatu tetap berlangsung sebagaimana yang lalu sampai

ada perubahan yang pasti), oleh karenanya telah terbukti bahwa Pemohon dan

Termohon  adalah  suami-isteri  yang  sah  sampai  saat  ini  dan  belum pernah
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bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon berkualitas hukum untuk bertindak

sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in

judicio);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon

telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  sedemikian  rupa  sehingga

tidak ada harapan rukun lagi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor

1  Tahun  1974  tentang  Perkawinan  Jo.  Pasal  76  ayat  (1)  Undang-Undang

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor  50 Tahun 2009,  harus  didengar  saksi  dari  keluarga

atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang,  bahwa  terhadap  saksi-saksi  yang  diajukan  Pemohon  ke

persidangan,  Majelis  menilai  saksi-saksi  tersebut  adalah  orang  yang  sudah

mencapai  usia  di  atas  15  tahun,  cerdas  dan  boleh  didengar  sebagai  saksi

dalam perkara ini, saksi-saksi adalah keluarga atau orang yang cukup dekat

dengan  Pemohon  maupun  Termohon,  dan  saksi-saksi  tersebut  tidak

mempunyai  kepentingan  terhadap  perkara  ini  dan  memberikan  keterangan

masing-masing secara terpisah di  bawah sumpahnya, oleh karena itu saksi-

saksi tersebut secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Menimbang,  bahwa saksi-saksi  yang  dihadapkan  Pemohon di  bawah

sumpahnya  menerangkan  bahwa  keadaan  rumah  tangga  Pemohon  dan

Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran,

serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil, dan sekarang mereka

telah berpisah, keterangan tersebut saksi-saksi ketahui secara langsung dan

bukan cerita dari orang lain; 

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  menilai  keterangan  saksi-saksi

tersebut  saling  bersesuaian,  tidak  bertentangan  satu  sama  lain  serta

mendukung kebenaran dalil  permohonan Pemohon,  maka keterangan saksi-

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti sebagaimana

dikehendaki dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg;
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Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat

ditemukan fakta  hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  meskipun  sudah  pernah  diupayakan  damai

namun tetap tidak berhasil  rukun, ditambah antara Pemohon dan Termohon

sekarang sudah sudah berpisah; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon

sudah  pisah,  dan  Majelis  Hakim  di  setiap  persidangan  telah  mendamaikan

Pemohon  agar  rukun  kembali  dengan  Termohon  tetap  tidak  berhasil,  hal

tersebut merupakan  qarinah (petunjuk) yang dapat ditarik persangkaan hakim

bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun

lagi;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan  tersebut  di  atas,  dalil

permohonan  Pemohon  bahwa  antara  Pemohon  dan  Termohon  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus  menerus  dan  tidak  ada  harapan

untuk rukun lagi, telah terbukti;

Menimbang,  bahwa  secara  sosiologis  suatu  perkawinan  yang  di

dalamnya  sering  terjadi  perselisihan  yang  terus  menerus  akan  sulit  untuk

mewujudkan  rumah  tangga  yang  bahagia,  yang  penuh  rahmah  dan  kasih

sayang  seperti  yang  diharapkan  oleh  setiap  pasangan  suami  istri,  justru

sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi salah

satu  atau  kedua  belah  pihak.  Hal  tersebut  sejalan  dengan  pendapat  pakar

Hukum lslam yang termuat  dalam Kitab Madza Hurriyyatuz Zaujaeni  fii  ath-

Thalaq  yang  menyatakan,  "lslam  memilih  lembaga  talak/perceraian  ketika

rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat

lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh),

dengan  meneruskan  perkawinan  berarti  menghukum  isteri-suami  dalam

“penjara”  yang  berkepanjangan,  hal  tersebut  merupakan  sesuatu  yang

bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian Pemohon telah memenuhi

ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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1975  tentang  Pelaksanaan  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  tentang

Perkawinan  jo.  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam,  sehingga

permohonan  Pemohon  harus  dikabulkan  dengan  memberi  izin  kepada

Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i   terhadap Termohon dihadapan

sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

Menimbang,  bahwa  untuk  pelaksanaan  ikrar  talak  dimaksud,  maka

berdasarkan ketentuan Pasal  70 ayat  (3)  Undang-Undang Peradilan Agama

yang  telah  diubah  dengan  Undang-Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan

perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal

123  Kompilasi  Hukum Islam,  akan  ditetapkan  setelah  putusan  izin  cerai  ini

berkekuatan  hukum  tetap,  dengan  memanggil  masing-masing  pihak

berperkara;

Menimbang,  bahwa  sesuai  dengan  ketentuan  Pasal  89  ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan

perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul

dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi  izin  kepada  Pemohon  (Fazri  Agung  bin  Marjani)  untuk

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Novitalia binti Wasno) di

depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih;

3. Membebankan  kepada  Pemohon  untuk  membayar  biaya  perkara

sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama  Prabumulih pada  hari  Selasa,  tanggal  21  Desember  2021  Masehi

bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1443 Hijriah oleh Yunizar Hidayati,

S.H.I sebagai Ketua Majelis, Humaidi, S.H. dan Fiqhan Hakim, S.H.I, masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga
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dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Pera  Yuniati,  S.H  sebagai  Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota 

Humaidi, S.H.

Fiqhan Hakim, S.H.I

Ketua Majelis,

Yunizar Hidayati, S.H.I

Panitera Pengganti,

Pera Yuniati, S.H

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 240.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)
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